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BUPATI BINTAN

PERATURAT{ BUPATI BIITTAN

NOMOR: 1 TAHUN 2l0ft7

TENTAlIG

MASTER PLAN BAT{DAR SERI BENTAI{ DAN

IT|ASTER PLAN PEIIGEIIBANGAI{ KAWASAII WISATA TERPADU

llenimbang:

DEI{GAII RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIlITAil

a. bahwa dalam rangka menjabarkan strategi dan arah kebijakan

pembangunan di kawasan Ibukota Bandar Seri Bentan, perlu

disusun suatu Master Plan Bandar Seri Bentan dan Master Plan

Pengembangan Kawasan Wisata Tepadu sebagai suatu rencana

struktur pemanfaatan ruang kota yang serasi dan berwawasan

lingkungan;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan

pusat-pusat pertumbuhan di kawasan ibukota menjadi arahan

dan pedoman dalam kegiatan pembangunan fisik dan

i nfrastruktur lainnya ;

c. bahwa berdasarkan surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Nomor 170/DPRD-BINTAN/Z+05 tanggal 27 Desember 2006

perihal persetujuan Master Plan Bandar Seri Bentan untuk

ditetapkan melalui Perablran Bupati;

d. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, b, dan c tersebut di

atas, dipandang perlu Peraturan BupaU tentang Master Plan

Bandar Seri Bentan dan Master Plan Pengembangan Kawasan

Pariwisata Terpadu;

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kabuoaten Dalam Linokunoan Daerah Prooinsi

llengingat :



2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tenbng Kepariwisataan

(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3a2l;

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan

Pemukiman (Lembaran Negara Tahun t99.z Nomor 23,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3a69);

Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3501);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan

Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor

altz);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2fr)2 tentang Pembentukan

Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor

111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);

Undang-undang Nomor 25 tahun 2W4 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun

2fi)4 Nomor LOF', Tambahan Lembaran Negara Nomor aaZD;

9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 20(X tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2fiX Nomor t25, Tambahan

Lembaran Negara Nomor aa37);

10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor t26,

Tambahan Lembaran Negara Nomor rH3S);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai

Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang



Perafuran Fernerintah Nornor 33 Tahun ZW tentang

Pemindahan Ibukota Kabupaten Kepulauan Riau dari Wilayah

Kota Tanjungpinang ke Bandar Seri Bentan di wilayah Kecamatan

Teluk Bintan Kabupaten Kepulauan Riau (Lembaran Negara

Tahun 2C[}4 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor

aaaQ;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang perubahan

nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan

Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor

16, Tambahan Lembaran Negara Nomor a905);

lrlEllUTUSKAl{:

PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG MASTER PI.AN BANDAR SERI

BENIAN DAN MASTER PLAN PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA

TERPADU

Pasal 1

Dalam Perafuran Bupati ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Bintan;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah lGbupaten Bintan;

c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;

d. Master Plan adalah rencana induk struktural dan pola pemanfuatan ruang kawasan;

e. Master Plan Bandar Seri Bentan adalah kebijaksanaan yang menetapkan lokasi dan

pengembangan kawasan dalam suatu rencana induk struKur dan pola pemanfaatan

ruang Ibukota Bandar Seri Bentan;

f. Master Plan Pengembangan Kawasan Pariwisata Terpadu adalah kebgaksanaan yang

menetapkan lokasi dan prioritas pengembangan kawasan dalam suaht rencana induk

struktur dan pola pemanfuatan ruang di luar kawasan Ibukota Bandar Seri Bentan.

Pasal 2

Master Plan Bandar Seri Bentan dan Master Plan Pengembangan Kawasan Pariwisata

Terpadu didasarkan atas asas pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara

L4.
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PEI3

mt Phn Bandar Seri Bentan dan Master Plan Pengembangan Kawasan pariwisata

lmGFdt ini dimaksudkan sebagai @oman yang sifatrrya mengikat dalam pemanfuatan

mql kffi secara terencana, terarah dan berkainambungan bagi pemerintah pusa!

ffih Daerah, swasta, dan maqyarakat.

Pasal 4

Rrl$i Master Plan Bandar Seri Bentan dan Master Plan Pengembangan Kawasan

kiwisata Terpadu ditetapkan ebagai berikut :

a- Rsat pelayanan Pemerintahan Kabupaten Binbn;

b. Rrsat peftumbuhan dan pusat aktivitas regional;

c fusat pelayanan perdagangan dan jasa;

d. fusat pelayanan transportasi;

e. Kawasan industri;

f. Kawasan pemukiman dan pariwisata;

g. Kawasan lindung.

Pasal 5

(1) Ruang lingkup Masterplan Bandar Seri Benbn dengan luas 8.3fi) hektar yang terdiri

dari Kota Bandar Seri Bentan seluas 6.100 hektar dan pengembangan kawasan

Pariwisata Terpadu seluas 2.2W hektar.

(2) Pola Tata Guna tahan masing-masing fungsi dan luasannya ditetapkan sebagai

berikut :

A. Ibukota Bandar Seri Bentan :

a. Kawasan Lindung dan Hutan Lindung (Nature Ruerue)

b. Kawasan Perdagangan dan Jasa I (&ntrat Bussinrc
Distnld I

c. Kawasan Perdagangan dan Jasa II (Cental Bussines
District IIl
Kawasan Pelabuhan dan Pergudangan

Kawasan Industri

Kawasan Penyangga (Gren Connutotl

Kawasan Relokasi Permukiman Petani

Kawasan Industri Ringan

Kawaqan Knta Rarrr 1

d.

e.

f.

9.

h.

i

1.000 Hektar

240 Hektar

200 Hektar

L20 HeKar

498 Hektar

25 Hektar

55 HeKar

149 Hektar

20? Lr^l,r^-



hRndinan dan hnrn$an I'lenengah Keatas
iF* frriryl)
E Fnn*irnan dan Perumahan Berciri Ekologis

F,rlcdt
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Relceasi

fr grnbedaya Nr (R*ruoif
ffit Kebun Binatang

kr Pertanian

ffir Wsata Gunung Berciri Ekologis (Hill Top Eco
ffirary)
Karvca n Institusi (Instrfu tiona l)

Kawasan Kesehatan (Rumah Sakit)

Kawasan Permukiman dan Perumahan Dilengkapi Pusat
Kota (Reidenfrhl with Town Cen?e)

Kawasan Pusat Olahraga dan Olahraga Laut (SporB Hub
and Sea SprE &nfie)
Kawasan Resort dan Pariwisata

Kawasan Relokasi Permukiman Nelayan

Kawasan Agrowisata (Agro Pa*)

Kawasan Cadangan (Rererve Site for Fufure
Developmentl

Kawasan C-adangan Dengan Pertanian Sebagai Aktivitas
Sementara (Reerue Site : Intenm Unge Agriculfure)

B. Pengembangan lGrrasan Pariwisab Terpadu :

Kawasan Campuran Permukiman dan Pariwisata
(Penaga, Selat Bintan, dan Kuala Sempang)

Kawasan Resort dan Pariwisata (Pulau Pengujan)

Kawasan Campuran Permukiman dan Ekowisata (Kuala
Sempang)

Pasal 6

Ria rencana Penetapan Tab Guna Lahan Master Plan Bandar Seri Bentan dan Master

Pht Pengembangan Kawasan Pariwisata Terpadu sebagaimana dimaksud Pasal 5

Erc ntum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

hpati ini.

Pasal 7

furql:i Master Plan Bandar Seri Bentan dan Master Plan Pengembangan Kawasan

Pariwisata Terpadu sebagai suatu Rencana Tata Ruang Kota memuat penyediaan dan

pernanfaabn ruanq terbuka hiiau oublik. Prooorsi ruanq tertuka oalino sedikit 40 (emoat
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c-

606 Flektar

296 Hektar

198 Hektar

25 Hektar

100 Hektar

130 Hektar

100 Hektar

27t Hektar

100 Hektar

319 Hektar

120 HelGar

120 Hektar

20 Hektar

46 Hektar

,160 Hektar

269 Hektar

1.600 Hektar

1m HeKar

500 Hektar
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PEIS

lEr Ptrl btdar Seri Bentan dan Master Plan Pengembangan lGwasan pariwisata

lkFilt dpbarkan letsh rinci dalam benhrk ren@na teknis pada *fiap Wrunhican
kl.

Pasal 9

Egka waktu Master Plan Bandar Seri Bentan dan Master Plan Pengembangan

lGwasan Pariwisata Terpadu ini adalah 10 (sepuluh) bhun, terhitrng sejak tahun

m7 -2017.

Sdama lima tahun perbma Master Han Bardar Seri Bentan dan Master Plan

Pengembangan Kawasan Pariwisab Teryadu dapat ditinjau kembali atau

disempumakan setiap satu tahun sekali.

UnUk tahun keenam dan seterusnya Master Plan Bandar Seri Bentan dan Master

Plan Pengembangan Kawasan Pariwisata Terpadu dapat diUnjau kenrbali atau

disempumakan setiap lima tahun sekali.

Pasal 1O

kraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang meng&huinya, mernerintahkan pengundangan Perafuran B.rpati ini

dengan penempabnnya dalam Berita Daerah l(abupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang

pada bnggd E Januari 2tD7

Ilndangkan di Kijang

S bnggal 6 Januari 2007
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